PEMERINTAH KDTAMADYA DAERAH TINGKAT 11

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH XOTAMADYA DNAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 16 TAHUN 1294

TENTANG

PEMBENTUKAM PERUSAHNAAN DAERNH
BANK PERKREDITAN RAKYNT

DENGAN RAHMNT TUHAN YONG MAHA ESN

WAL TKOTAMADYA KEPALN DACRAH TINGKAT 1T M3JOKERTO

Menimbang

Mengingat

hahwa Porusahaan Daerah Bank Perkredl tan
Rakyat merupakan salab <atu alat ke—
lengkapan Otonomi Dacrah di bidang
keuangan / perbankan j

bahwa dalam rangka meningkathan taraf

_hidup rakyat, perlu  adanya FPorusabaan

Dacrah Bank Perkreditan Rakyalt yang
bertujuan untuk  membantu  dan mendorong
pertumbuhan perekonomian dan pembangunan
Daerah disegala bidang disamping sobagal
galah satu sumber pendapatan daerah j

bahwa sohubungan dengan maksud huruf
a dan i konsideran Ini  perlu  untuk
mendirikan Perusahaan Daerah Bank Per—
kreditan Rakyat dengan mengatur kelen—
{uan—ketentuannya dalam  suatu Peraturan

Dacrah.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang
Pokak--pokok Pemerintahan di Daerah ;

Undang —~ undang Nomar 17 tahun 1950 ten—
!ang Pembentukan Daerah Kota Kecil
dalain Lingkungan  Propinsi Jawa Timur 7/

Jawa Tuonuaeh/Jawa Baralt ;

Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang
Peorusahaan Daerah ;

Undang—undang Nomor 7 Labun 19272 tentang
Perbankan ;

Per aturan Pemerintabh Nomor 7 tabun 1754
tentang tetentuan — ketentuan Fakok
Mongenal Pembanqunan Perucsahaan dan

Proyck Negara dalam Rangka Menggerakkan
Dana, Daya dan Tenaga Masyarakal ;

Peoraturan Pemer intah Nomor 5 tahun 1975
Lentang Pongurusan, Pertanggungliawaban
dan Pegawasan Keuangan Daorah.



Dengan Perselujuan Dewan
iingkat IT Mojoker to.

Menetapkan
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Porwakilan

PERATURAON DAERAH KOTAMADYA DAERAH
MOJOKERTO

Peraturan Pomerintah Mamor 47 tahun 1982
tentang Perobahan Batas Wilayah Kotamadya
Dacrah Tinghat [I Meojokerto

Peor aluran Pomer intah Namor 71 tahun 1992
tonstang Benk Perkreditan Rakyatbt

Porataran Monteri Dalam Negeri Nomor 4
Lahurs 1979 tontang Pengelolaan  Barang
Pemor inkab Dacrab

Peraluran HMontori  Palam  Negeri Nomor

1 Ltabhun 1781 tontang Tato Cara Pembinaan
dan Pongawasan Perucahaan Daerah  di
Lingkungan Pomerintah Darrah g

Peraturan Montori Daoatam  Megeri  Nonoe
I tahun 1990 tentang Pengoloiaan Bar ang
Milik Perusahaan Dacrah j

Peraturan Menteri Dalam  Negerdt MNomar
4 Labwun 1990 tentang Tata Cara Keorla
Sama antara Porusahaan Bacrah  dongan
Pihak Ketiga

Peraturan Monteri Dalam Neger:  Momor
1 tahun 1993 tltentang Perusahaan Dacrah
Bank Perkroditan Rakyat

Yeputucan Meonteri:  Dalwam Negeri:  Nomor
G3T-46a6 tahun 1981 tentang Petunujuk
Polabksanacn  Pengangkatan dan Pemberhen—

tiarr fNngyota Direksi dan  Badan Pengawas

Porunahaan Daerah

Yoeputusan Menbor i Keowangan Nomor 221 /7KMK.
D1F71%53 tentang Bank Perkreditan Rakyats

Keputuscsan Montera  Dalam Megeore  Nomor
a1 Labhun 1593 tentang Bontuk Poraturan
Dagr abh dan Peraturan Dacrreh Porubahan ;

Inctruksi Menteri Palam NMegeri  Numor
B tahun 1991 tentanag Pelaksanaan Poratur—
an Menter L Balam  Neger f0 Momor 4 tahun
19583 Ltentang Porusabiaan  BPacrah Bank

Porkroditlan Rakyat.

Rokyalt Daerab Kobtamadya Dacrah

MEMUTUGSG ¥ AN

TINGKAT TI

TENTANG PEMBEMTUKAN  PERUSAHNAAN

DAERNAH BANK PERKREDITAN ROAKYNT.

ek si!
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Pacal 1

talam o aburan Dacrab

dortrgan

ini yany



' W

a. Daerah, adalah Kotamadya Dacrah Taingkat II Mojo—
kerto ;

b. Pemerintab Daerah, adalah Pemerintah Kotamadvya Dae -
rah Tingkat [T Mojohoerta 3

c. KFeopala Dacrah, cdalah Walikotamadya Kepala Dacrah
Tingkat 11 Mojokor to H

d. Dewan Porwshilan Rakvyat Daerah, adalah Dewan Ferwa-—
kilan Hakyal Daerah Kotamadya BDaerah Tingkab II
Majokerto :

2. Perusahaan Pavy ahy Bank Perkreditan Rakyat, adalah
Bank Perkroditan Rakyatbt miltik  Peserintah Dacrah
Vatamadya Daerah Tingkat TI Mojokorta yang modalnya

Lalk seluruhnya maupun <cbaylan merupakan  kokayaan
Dacrah vany dipisahkan  yang oseolanjutnya disingkat
FPD. BFR ;

f. Dircksi, adalah Direcksi PD. BPR Kotamadya Dacrab
Tingkat IT Mojokcrio ;

g. Dewan  Pongawas, adalah Bowan Pongawas  PD. DFRE
Kotamadya Daecrah Tingkat II Majokorta ;

h. Pogawai. adalab Peoyawal PD. BPR Kotamadya bDaerah
Fingkat 11 Mojokerto.

BAB 11
PEMDIRIAN DAM TEMPAT KEDUDUKAN

Pacsal 2

(1) Dengan Poratuaran Cacrah ini, dibantuk dan di-—-
dirikan Porusabcan  Dasrah  dengan nama  Perusabaan
Dacrab Bank Porkreditan Rakyat (PFB. BPR), yang mem—
punyal wileyain koria etau berkodudukan di Kotamadya
Dacrah Tingkatl 1 #Moickerto.

(2} PD. BPR dapal membuka Kantor Cabang, CTabang Pom—
bantu, Kantor FKas atau Unit Polavanan di  Wilayah
Kotamadya , Keccomatan dan  di Doca—doesa, COSUAL
dongan ketentuan vang borlaku.

BAB IT1
NZAS, MNKSUD DAN TUJUAN

Pasal ks

PD. BPR dalam melakukan wmabanya oerazazkan
Demokrasi Ekonomi dengan pr incip kehatia—hatian.

Pasal q

PD. BPR didirikan dengan maksud dan tudivan untuk
membaniu  dan  mendorong pertumbuhan perckonomian dan
pembangqunan Dacrah di =wegala bidang serta ccbagas salah
salu sumber pendapatan Dacral dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyabt.

[

4
i



BN LAY

TUGNS DAM USAHN

Pasal ]

{1) PD. BPR merupakan salah satu alat  kelengkapan
Otonomi Daerah di Bidanga Keuangan/Perbankan dan
menjalankan uwsahanya sebagal Bank Perkreditan
Rakyat secuai dengan ketentuan Poraturan Perundang-—
undangan yang berlaku j

(2} Untuk mencape! tujuan dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, PR, HPR smelabhukan tugas dan usaha Perbankan
secuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fagsal &

Un ok mdiidausd maksud dan tujuan sehbagaimana
dimakoy dalam . Seraturan Baerah Ini, £D.  BPR
menyo lengagarak an e o antara lain e

a. meaghimpun Jana dary sasyar akat dalam benluk simpan-
an berupa : Tabungan, Depo~ito Borjangka dansatau
Lentuk lainnya yang dipersanakan denogan 1tu g

L. momberikan krodilt dan melakukan pombinaan khucusaya
ter hadap pengucaha Golongan Ekosoms: Lemabh g

c. melakukan kerja  sama antar PDR. BPR dan dengan Lem—
Baga Perbankan atau Keuangan lainnva ;

d. menjalankan usaha—usata Perbankan lainnya sepanjang

tidak bertentangan dengan Peoraturan Perundang-—
undangan vany berlaku.

EAB v

{1) Modal danar . Bt ditetapkan Sebesar
Rp. 3J0C. 000,200,006 {Liga ratus jula rupiah) ;

(2) Modal
. 0. 000

ro, BPH adalah sebasar
Tl uma puluh juta rupiah} ;

{3) tindal PO e carauakan Fohayaon  daprah yang di-
picahhan.

Pacal |3

(1} Perubahan modal dasar sebagaimana dimakocud dalam
Paval 7 ayat (1} Peraturan Daerah ini, ditetapksn
dengan Poraturan Daerah 3

{2} Ponambahan modal disetor sebagaimana dimakowd dalam
Pasal 7  ayatlt (2] Peraturan Dacran N . SoMapalt
dengan torpenuhinya madal dasar ditetapkan  dengan
Surat Keputucan Kopala Dacrah yang dianggarkan
dalam Mnggaran Fondapatan dan Belanja Daerah dan
atau dari cumbior keugangan lainnya.
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(2)
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(F)

ang Wi

PERGURLS DAN PESAMWNIT
Bauian Peoriama

Direkoa

Pasal @

PD. BPR dipimpin oleh Direksi yang teedicr o
seorang Direktur atau lebih dan scbhanyak-—banyaknya
2 ( dua )} oranyg Direktur j

Apabila Direksi terdir: lebih dari sewurang bDi-
rektur, salalh secrang diantaranya diangkat sebagal
Deirektur Utama

Direoksi bertangouny Jawab kepada Kopala Dacrah
melalui Dewan Perngawas j;

finggata Direksi dilarang merangkap peketjaan atdu
jabatan eksekutif lainnya j

Anggota Dircksl oriempat tingaal ditempat keduduk-
s« FD . BPR ;

Anlar Sesoana angyola Direckei dan  atau anlara
Anguota Direk=i dan dnggota Dowan Pengawas Lidak
boleh ada Swbungan keluasrga sampai derajat keatiga
baik menuruit car 3o lurgs madpun kesamping termasuk
menantu dan fpar 3

fAipabila hubungan kolwarga dJdimakoud pada ayat (6]
Pasal ini torjadi setelah pongangkatan, unbuk
melanjutkan Jabatannya diperlukan 1lzin lertulic
dari Kepala Daerah

fnggota Direksi tidak boleh mempunyai kepenliigan
pr ibadyr bhalk cecara langsung maupun tidak laongouuny
pada PD. BPR alaw Badan Hukum/perorangdn yang
diberi kredit noleh PD. BPR.

Pasal 10

Yang dapal diangkat menjadi  Anggola Dirckst

atalah Warga Negara Indancsia yang moempunyal peroyarat—

an

.

ey

sebagel berikul o

memiliki keahlian di bidang gperasional porbankan,
Ssekurang-—kurangnya 1 {satu) tabun dalam operasional
perbankan;

mempunyal ahlak dan moral yany baik ;

ceplia dan taal kopada Megara dan Pemerintah ;

tidak torlibal  baik  oecara langsung maupun tidak
langouny dalam koglratan pengkhianatan kepada negaraj

tidak dicabut hak pilibnya ULerdacarkan Kopulusan
Pengadilan g

cohat jasmani dan rohanl.



Bnga VI

PENGURIS DAN FEGAWNT
Batian Pertama

Direkse

Pa=zal Z

(1} PD. BPR dipimpin oleh Direksi yvang feordics Joar g
seprang  Direktur atau lebiiv dan scbanyak-banyaknya

—

2 ( dua ) orany Dircktur

(2} Apahbhila Direksy  terdiri lebih dari seurang Di-
rektur, salalhl cecrang diantaranyva diangkat webagas
Direktur Ukama ;

{5) Direckasi ber tanggung jJawab kepada Keopala Dacrah
melalul Dewan Pengawas

(4) Anggota PRireksi dilarang merangkap pekerjaan atau
jabatan eksokutif lainnya i

{3) fMnggota Dircksi e lempat tingasel ditempal keduduk-—
A FO . BPR O

(&) AnbLar  <esasna anyguyoia Dirckal dan atau anlara
Anquata Dirck=i  dan  Anggote Dowan Pengawas lLidak
boleh ada hwilbhngan keluerga sampal derajat  ketiga
batk menurut wario lurus moupun kesamping  termasuak
moenantu dan fpar g

(7} Apabila hubungan kelwarga Jdimaksud  pada aval (&)
Pacal iny torjadl cetelah pongangkatan, untuk
melanjutkan jabatannya diperliukan  izin  tertulis
dari ¥epala Daerah

(£) fnygota Direksi  tidak Loleb mempunyai kepenlinygan
pr ibadi Lalk oecara langsung mawvpun tidak langoong
pauia  Ph. BPR atau Badan Hukum/perorangan yvang
diberi kredit oleh PD. BPR.

Pasal 1O
Yang dapal diangkat menjada nggola Dirckosi

adalah Warga Ncyara Indonesia yvang acompunyal peroyarat-
an scbagaei berithkul
a. memiLliki keashlian di bidang operacianal oor bankan ,

sekurang-kurangnya 1 (satu) tabun dalam operasional

perbankan;
b. mempunyai alhilak dan moral yany baik 3

. welia dan taal kepada Megara dan Pemerintals g

d. taidak terlibal baillk secara langoung maupun  tidak
langouny dalam Logictan pengkhianatan kepada negarag

e. tidak digcabul haek pilibnya ULerdacarkan Kepulusan
Pengadilan g

. ochat jasmani dan rohani.



(%)

(3]

{1}

Pacal il

Angguta Diceksi diangkat olelhr Kepala Dacrah atas
unul Dowan  Pongaxas  unituk  masa  jabatan s=2lama-
lamanya 4 {ompat) Lohon dan dapait diangkat kembali
sebeolat masa jahatan dimaksoed berakhir

Sebelum Dural Kopubtocoan ¥opala Daerah  tentang
Pengangkabaen  Oogguts Dircksi ditetapkan, terlebih
dahule: dimenbabkan por timbangan dary  Kepala Cabang
Bank iIndonocia ceicempat i

Setiap pormintoasn perlimbangan dimaksud pada ayat
{2} Pasal ini, dilampirkan keter angan/identitas da-
ri calon Nnggota Dircksl yang bercangkutan berupa :

a. Surat Ketorangan ¥Yepala Dacreah tontang tadak ada
hubungan keluarga sebagaimana  dimakoud  dalas
Paoal 9 ayat (&) Peraturan Dooraeh o g

L. Surat Keotorangan  lulus  bulubh dari fnnbonsa S
Lombaya dimana yang bersangkutan bekorga, apa-
bila valon berasael dari luar  Pomerintabh Dacrah
dan atau . BPR ;

L. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pen-
didikan dan pengalaman keria 3

d. Daftar Punilaian Pelaksanarnaan Pokerjaan (DP3)
dari Inslanci vang bercangkutan atau keterangan
Far Inotancy  :alon yanyg malipull layalitas,
disipiis, Larigyoing Jawals, Lorupur an dan k-
PemMIMpPLnan.

Kepala Cabang Hank ladonesia berdamarkan data vyanq
ada, member tdon portimbangan  tentang  dapat/tidak
dapat dianakest calon Direkoa yany diusulkan
sebagel Onoagoslas Darokoy g

¥epala Dacraiv sotelah monerimae pertimbangan dari
¥opala Cabang  Bank Indonecia segeora menerbibtkan
Surat Keputusan Kepala Dasrab tenlang Pengangkatan
fingyqoute Direksi.

Facal 1z
Sobelum menjalankan tougas Anggols Dieekol dilant ik

dan diambil Sumpah Jabatan olch Kepala Dasrah

Seliap pengangkatan Anggota Dircksi diberitahuran
kepada Bubernur Kepala Daerah Tinghat [ Jawa Timur,
Menteri Dalam Newaer 1 dan Kepala Cabang Bank
Indonesia setempat.

Pasal 135

Tata cara dan Tata Tertib menjalankan Jugas

Dircksi ditelapkan oleh Kopals Dasrah setelah mendapat
portimbangan Dewan Pengawas.



Pazal 14
(1) Dircksi mengurus kekayaan PO. 8PR

(2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawal ber—

dasarkan Frraturan Vopegawaian yang ditetapkan

alch Rircks dennain sorsotuivan Deowan Pengawas H
(3) Direko: serediopkan Busunan Organicsasi dan Tata

Kerja PD. BPR dosuaan persetujuan ¥epala Dacrah

selelah mendapal poer timbangan Dewan Pongawas.

Pasal 13

(1} Direckoi mewakiii PD. BPR didalam maupun diluar
poenyadilan

{2} Apabila dipandang periu Dirck.i dapatl weerisn ek
Secarang  kuasa  atau lobih unluk mewakils PLL BPR
dimaksud pada ayal (1) Pasal ina.

Pacal 14

Jirckst Lerdasarkan perwetujuan Kepala Dacrah,
atac usul Dewan Peongyawas dapat melakukan hal - hal
sebagai berikut -

a. membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantla, KEantur Kas
atan Unit Peolayanan zesual Jdengaen kebutuhan, ber—
dasartan kelonbtuan yarng borlaku g

b. momboli, menjuzl atauw dengan cara lain mendapatkan
btauw  melepgaskan hak  atas barang-tarang invenlaris
milik PO, BPE cocual dongan ketenluan yvang berlaku

. menygadaikan barang-harang silik PR, BPR L

Faoal 17
(1) Anggota DRirck<si berhonti karcna =
a. masa jJjabhaltannya berakhic
b. meninggal dunia 3
Cc. mengundurkan dirai.

(2) Anggota Dircksi dapat diborhoeniskan oleh Kepala
Dacrah, atas usul! Dewan Pongawas karona s

a. pormintaan cendiei g
b. melakukan Lindakan yang werugikan PD. BEFR ;

c. melakukan tindakan ateu beroikap yang  Lor-
toentangan dengen kepentingan Dasrabh atau Negar asz

d. sesuatu hal  yang mengekibatkan ia tidak dapat
molaksanakan tugasnya secara wajar.

Pazal 18

(1) Anggota Dirckal PIETEty | diduga melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pacal 17 ayal (2) hurof
L, ¢. dan d  Poraturan  Bacraly int diberfenlikan
—omen Lara aleh Kopala BDacrah atas uwusul  Dowan
Foengawas 3



(1)

(2)

(4)

(1)

(2)

(3)

(13

(2}

Kepala Dacrah memberitahukan sevara  tertulin
pemberhentian somentara dimakoud pada ayat (1)
Pasal ini , kepada vyang bersangkutan dioertal
alanan—alasannya.

Pacal 12

Selambat—-lambatnya | (catu) bulan scjak pemberhen—
tian seomenlbars, Dewan Pengawas  sudah moliakukan
sidang yang dithaedivi oleh dnggota Direcksi untuk
mone bapkan apakah vang  bercangkutan  diberhentikan
ataw dirchafzilitiv kembailis g

Apabilia dalam waktu 1 {satu) bulan dimaksed pada
ayat (1} Pasmal ini Dewan Peongawas  belum  oaelaku-
kan percidangan, maka surat pooberhentian somentara
batal demi hukum ;

Apabila dalam sidang dimakoud r3add 3 arvat 1)
Pasal ini, finggots Dircksi  tidalk hadir, maka ;oo
bervanghutan dianggap menerima Kopubtucan yosig  Jde-
Lcetapkan oleh Dewan Pongawas 3

Koputuman  Dewan Pongawas dimaksud Pada  avat {x)
Pasal  ini, di tetapkaon dengan Surat ropubtusan
¥epala Dacrah g

Npabila perbuatan yang dilakukan aolch Anggotas
Direksi merupakan tindak pidana, yvang bersangkutan
diberhenlikan tidak dengan hormat.

FPazal O

fAnggota Direkoi yang diberbentikan, selambat-
lambiatnya 17 (lima bLelas) hari <ejak diterimanya
Surat Keputucan Kepala Daerah tentang Pemberhenti-—
an, dapat menna jukan koberatan cecara tertulis
kepada Kepals Docrah g

Selambal-lambalinya Z (dua) bulan sejak diterimanya
permohanan koeboratan, Kopala Daerah sudab mengambil
keputusan  apakah  neonorima atau smonolak pormobonan
keberatan dimaksud 3

Apabila dalam waktu 2 (due) bulan dimak-sud fhada
avat {2) FPasal ini, Kopala Daecrah belum mongamiil
koeputucan terhadap parmohonan kobeoratan, i kA
Surat Keputusan Kepala Daerah lentang Pembertbiontian
mempunyal kekuatas  bhukum vang tetap.

Bagian Kedua

Dewan Pongawas

Pasal 21
Dewan Pongawas mengtapkan kebiljakcanaan  tusum
menjalankan peEnganasan dan pengendalian cerla

pumbinaan torhadap PD. BPR

anygota Dewan Pongawas sechanvak—banyaknya 1 (empat)

wrang  dan cekarang-kur angnya 2 {dua) orang, salah
soorang  diangkal cobagar Ketua Dewan Pongawans



{3) Dalam mengalonkan tugacnya Dowan Pengawats bortang-
gungjawab kopada Kepala Dacrah g

(4} fantar scocama AHnagoila Dewan Pongawas dan atau antara
Anggota Dewan Poengawarn  doogass Anggota Direksi
tidak boleh ada hubunuyan keluaragas <sampalr  derajal
Lobtiga, baik menurut gar:is luorues maupun kCsamping
Lor macuk menanlu dan ipar 3

YoApalbiila  hubungan keluaraa Jimekoud pada avabt (4)
Pacal ini, tergjadi  socudah peongangkatan, unluk
nelanjutban jebatannya dipor iukan 1z1n Yortulios
iari Kepala Davcrah;

{¢) Angaola Dewan Pengawans tidak  bolebh  moempunyai  ke-
sentingan pribadi balk langsung mauvpun tidak lang—
zung pada  PD. BPFR alau Badan Hukum / perorangan
rang dJdiberi kredit oleh PD. BPR.

Fasal 27

(1} ranyg dapat diangkabt acnjadli Anggota Dewan  Ponyawas
}
wdalah  War 3a Mogars Indonecsia yang memenahil per—
syaraban S:bagail ber fkut =

ie REmpuny AL pengetshuan dibidang  perbankan, dedi-
kasi, «knlok  dan moral yvang balk serta mampua

menialankan  kebocaksmanaan Kepala Daerah dalam
pombiinnacst dan penngawasan P00 BRFR
b. tidak por caly me lakikan kegilatan atau tindakan

vang kercoia ;

imung maupun tidak
alan ponghlanatan

. tidak Lerlibal balk cecara lanv
langsung torhadap cetiap kea
kepada Meyara g

d. tidak dicabut hak pilihavya Lo dacar an Kopetus—
an Pengadilan g

o. ochat jasmarni dan rohani.

Pa=al 23

{1) fOnggata Dewan Pengawas diangkat oleh Keopala Daerah
untuk masa jabatan selama-lamarya 3 (tiga) tahun
dan dapat diangkat kembali setelabh masa jabatan
dimaksud borakhire 3

{2) Sebelum menjalankan tugas Angoocta Dewan Pengawas
dilantik dan Jiaambi!l cumpah jabatan oleh Kepala
Daer ah 2

{3} Soetia penasnakaelan Anguotas Dewan Pengawas dibari—
1 g

tahukan koraidia Buhornge #epala Dacrah Tingkat |

Jawa Fimur , ¥ Lir s DNalam  Mogerild dan Kepala Cabang

Bank Indon:cosae wobtompat.

Pacal Z1
Dowan Pongawa™ dalam menjalankan tugannya bor —
pedoman pada Tata Dora dan Tata Teortils vang ditoebepkan
aleh Kepala Dacrah.



(1)

(1)

{2}

(1}

Hanal Z5
frewan Porgawas Mmompunyal Wwewenang pengawanan ter—
hadap scmua kogiotan  peolakcanaan tugaes PO BPR;

Pengawasan  oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan

coCara s

1. poriondik  scnuai dengan jadwal o yang tolab oo
totapkan

B. wnscdenlil atau  soewaktu—waktu  dipandang perlu
menur el per timbangan Dewan Pongawas dalam men—
salankan tugasnvya.

Dewan  Pongawas dJapal menunjuk  seorang abli ataa
letil unbuk molaksanakan tugas tertenta, akac biaya
2D. BPR

"pabria 33 pandane arrlu Kepala Dacrah dapat
rombeontok Srbrolar Jet Ooweat Fongawas untuk ke-
atas biava PD. BPR.

HE L Tt Tarrtsl

Inggaota Do Uooawss borhonti o karcna s

S. Mata dobobosns o Lorakbhar g

L. meninggal doeraa s

. mengundarikan dira.

Anggota  Doewan FPengawas  dapat  diborhenbtikan olceh
Kerpala Dacrah karcnia @

a. permintaan sondirs g

b. melakukan tindakan yang merugsikan PDL BPR

=. melakukan tindakan atau bercikap  vang bar Lo
Langan dengan kepenlingan Taerabh atau Maegara 5

d. melakukan hal vang mengakibatkan ia tidak dapat
el akzanakan tugasnya Secara wajar.

Pazal 27

Nnagotsa Dowan Pongowas yang diduga  melakukan fer
buatan cebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
huruf b, ¢ dan d Peraturan Dacrah ini di
ber fientikan womcafara oleh Kepala Dacrah g

opata Doer o asaberilabukan secara tertulis  pemn—
borhentian  sementara dimeksud pada ayat (1) Pacal
i kepada PR thte] bersangkutan discortal alasan -~
Aalaannya.,

Tanal 78

«

Seloambatbt—-lamiatnyag i f{ o mate ) Il an ceyak pem -
borbontian comoentara, Kopaia Darrah cnudab melakukan
—avlany vany difwadir & cieh Angguota Dewan  Feng—
arean  uinbuk  mene lapkan  apakah yang bor cangkutan
dibierbentikan atau dirchabirlitsir hombali



(2)

(3}

(4)

(1)

(3)

(1)

—~
2
)

{1}

Apabila dalam waktu ! {(satu) tuloen dimakoud pagda
ayat (1) Pasal ini  ¥opala Daerah belum molaksana-
Fan  sidang, maka Swurat Pomberhbeontian Sementara
batal demi  bhwkum

fipabila dalam sidang dimakosud pada ayat {1} Puaatl
‘nl Mnggola  Dewan Pongawas tidak hadir, maka valg
versangkutan  dianggap menerima kopitucan ¥y
ditetapkan dalam sidang g

{eputucan Sidang  dimaksud pada avat (3) Pasal ind
fttelapkan  dengan Surat Keputusan Kepala Dacrah.

Panal Z9

nggota Dewan  Pengawas  yang diberhentikan, So-
iambal--lambalnya 15 {(lima belag) har i noJjak d1—
terimanyae Sireat Foepulusan Kepaloa Daseah toentang
Pemberhentrian, dapat  mongagwekai:  koberatan secara

fertulic bopads Fopala Daerah H

{dua}l bulan =ojak diterimanva
ttan, fopalae Daerah cudabh mengambil
monerima ctaw menolak permobonan

Loelambal--Toan
normohonan bl
Loepubusan ALtk
reberatan Jdimal

Mpabiila  dalam wakby 2 {dua) bulan  dimak—oud pada
ayalbt {2} Pasal ing Fopela Dacrah  belum meng—
amb 1 koputusan toerhadap  permohonan keboratan,
maka  Surat Kepuitusan Kepala Dacrah tontang pem—
berhentian mempunyaei hekuatan Bukum vang trrtop.

Pasal G

Penghacilan  fingyota Dewan Pongawas  dan fAnggota
Dircksi ditotapian oloh Kcpala Dacreh, atac biava
FD. BPR ;

Paraturan Gaji Poyawal ditetapkan oleh Diroksi
dengan porscetujuan Kepala Dacrah atas per timbangan
Bewan Pongawas .

BAB VII
DANA PEMSTUMAN DAM TUNJANGAN HARIT TUA

FPacal 31

PO, BPR wajit: mengadakan Dana Ponsiun dan Tun jangan
Hari  Tua  baos Bireksi  dan Pegawai PD. BPR yang
merupakan kokavaan P BPR yang dipisahkan 3

Damna  Pomaius: oo Tunjyangan Hari Tua dimaksod pada
ayat {1} Fawzl inid., Lorcumbor dari s
a. Luran pansiug dan tun jangan har 1 tua dar.

Direksi dan Pogawai PD. BPR ;
b. Lagian dari dana kecejabhteraan H

C. usaha—usaha lain yang wah.



(L)

{2}

(3)

(1)

(1}

(2)

BNB WVIII
RENCOANA KERJA DAN ANGGHARNAN

Paoal Iz

Selambat—-lambatnya 1 {matul} bulan sebelum  fahun
bukts berakhir, Direkci menyampaikan Rencana Kerja
Tahwunan dan fnggaran Fo. BIR opada Dewan Pengawas
unluk mopdaps!t pongesahan g

Apabila <amnai  dongan permulaan Tahun Buku Deawan
Pongawa-. L i porgemukakan keberotan, maka rencana
Ferja  Tabuna Jan fAnagaran PR. BPR dinyatakan
Leriakug

Setiap peraiahan Fenoana Kor ja Taohunan dan fng—
yaran PD. BPE vang terjadi delam Tabun Buku vang
bersangkutan harus mendapat e oelujuan Dovwan
Ponyawas ;

Rencana Kerja Tahwsan dan Anggacran PHC BPE o
Lelah mendapat pengecahan oloh Dowan Pongawas di-
—empailkan  kepada  Kepala Daerah, dengan Tembuaan
kepada  Keopala Cabang Bank Tndonesia sotompal.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN 1 AHUNAN

Pazal 33
Tahun Buku PD. BPR adalah Tabtwun Takwin vang di—
tetapkan mulai 1 Januariy Sampal dengan 31

Descomber 3

Sclambat - lambatnya 3 {tiga) bulan <eotelah borakhir
Labhun buku, Tiyokol aenyampaikan Perhdtungan Tabun-—
AR yanuy Laredteri darr Neraca dan  Perhitungan
Laba/Rugi yamnn irnlah di dudibt vlebh Akuntan Publik
koepada Deowen Foogawos Jdan diterunkan kopada Kepala
Dacrah untuk wrndapaltkan pengeosahan g

Neraca dan pocrdodongar Caba/Huyli scebagaimana di-—
makoud pada ayat [ Paczal ini, ditandatangani
oleh Direksi dan Xetua Dewan Peongawas atau  soorang

Anguota &

Neraca dan Perhitungan Labo/Ruyli vang disahkan olch
Kepala Daerah member L pembebacan tanggunyg  Jowab
Liopada Dirckei g

Miroksi waiib membuat  Laporan Tahunan Lottt ang
Porkembancan  Usaba PDL BPFR vang telah dicabibkan
olch Kopala Doaerabh  untuk dimampaikan kepada Kopala
Dacrat dengan ftembusan  kopada Subornoar el
Dacrah Tingkat | Jawa Timur, Meniter i Dalam MNeger i
dan kKepala Cabang Bank Indoncsia

Dircks: wajils mengumumkan  Neraca dan Per httungan
Labarsfugi Tabhunan vang telat disabkan pada Papan
Fongumuman P, BPR yang ber sanglastan.,



BAB X
PEMETNPAN DAN PENGGUNAAM LABN BERSIH

Pacal 34

(1) Laba bersib P. BPR yang telabh disabrkan oleh Kepala
Paerah coteliah dipotong pajak, pembagiannya  di-
totapkan sobagaeil bLerikut s

a. bagian laba untuk Dacrah ae 4o
b. cadanagan Umum 20 %3
C. cadangaen Tujuan 20 L
d. Dana Kesejahloraan 10 % 3
. Jasa Produxatl 1o % .

(Z) Bagian laba  untubh Pomerintah Dacrah dimakgoud pada
ayat (1) huruf o Paoel ini, dianggarkan dalam avat
poner tmaan NPED taihwun angyaran berikubtnya g

{3} Dana Kenejahteraan dimakoud pade ayvat {1} borocf d
Pasal ini, anlara lain untuk Dara Pongiun Dircksi
dan Pggawail scorta untuk porumahan pogawoi, —osial
dan ocojionisnyad j

e
-
peg

Ponggunaan  Jasa Froduks: ditobtaphan wolioch Dirokon
dengan perscotujuan Kepala Daerah.

BB X1
TANGGUNGIAKAR DAN TUNTUTAN GANTIT HUGI

Pasal 35

(1} Anggota Dirckai dan atau Pegawai FPD. BPE yang
dJongan songaja  maupun tidak s=sengaja alau karcna
kelalaiannya menimbulkan korugian bag:  FD. BPR
wal iy menygantli kerugian dimakoud

{2y Tata cara penyelesaian ganti  rugl dimaekoud pada
ayat {1} {aceal inl, sSesual dangan kertentuan
peraturan  porundang-undangan yang ber laku.

Bn XIfY
¥ERJIOSAMN

Facsal 36

PD. BPR dapat melakukan Foriasama  denogan
Bark Fembangunan Darrah {BPD) dan atauw tLoambaga Ko
uangan/FPeorbankan serta Lombaga  lainnya  dalam wahe
penmngkatan modal, wanajomen, protfooicnalizme porbankan
dan lain—~lain.

BAR XIII
PEMBINAAN
Pasal 37

orpala Dacrah ma ! akukan embinaan torhadagp
Ph. HPH.



BNY Xiv
FPEMBUBARAN

Pasal 3&

(1) Pembubaran Ph). BPR ditetapkan deogan Foraluar an
Dacrah dan ber laku sctelah sendapat pongeacatoen dars
Poiabat yang borwenang ;

(Z2Y Kepala DRacrah menunjuk Panitis Pembubaran PLD. BPHE
dimakcsud pada avat {1} Panal ini1 g

{3) Apabila PD. BPR dihubarkan, hutang dan kowajiban
kcuangan dibayar dari harta fkoeokayvaan FPD. BPR
dan SLsa lebih/urang meonjad: @wilik/tanggungjawab
Pemorintah Daerab

(1) Panitia Pembuhar o P, BPR aonyampaikan per tanggung
jawalban pembubaran PR. BPR kapada Keopala Daer ah.

Pacal i%

(1) Kepala Dacs al
Pogawaltl PO. o

{vmaikan kokaryvaan  Direksi  dan
dibubarkan j

ey s

(2} Pombubaran PO OBPR dulaporkan oleh Kepala Daerah
kepada  GQublsrrnur Hepala Daerah Tingkat T Jawa Timur
dengan  Lombucan kopada  Montord Ralam Hogeri Cg.
Direktur Jemdor al Peomer tnfahan  lmum  dan tonomy

aar abh dan Vepoela  Labang  Bank ITndonedioa.

BAR XV
KETEMTUARN PEMUTUPR

Pasal A4Q

Hal—hal varg belum diatur dalam Peoratur an
Dacr ah Ll Hepanjandg mengenal pelakocanaannya  diature
lobeh fanjubt alech Kepala Dacrah.

Pa<zal At

Dongan berlakunya Peraturan Dacrab ini, maka
Por aturan Dacrah Xotamadya Daerab Tinagkat 11 Mojokorto
Nomor i tahun 1988 t{tanggael 13 Pebrusri 1988 tenltang
Porucahaan Dacrals Bank Pacar dicabut dan dinyatakan
fidak borleku lagia.

Fazal L

Peraturon Dacrah ine muleil bor lake pada tonggol
diundangkan H

Agar oot L wrang oocnagotahuinya, memer intahkan
pengundangan Fo Pl an Dameat 1my dengan penempatannya
dalam Lombaran Dacrah  Kobtamadya Dacrah Tingkat T
Mojokor to.

+
ViIAG
-

%
<

Mo 3 o0k oo B0

Datetapkan di

pada tanggal 7 MNMopemher roraan
DEWAM PERWAKILAN RAKYNT DAERNH WAL I RUITAMADYN rEPAC MNERNH
KOTAMADYA DNRERNH TINGKAT 11 MOJOKERTO TINGEAT 11 #MOJOKT I
Vortia,
Cap. ttd. Can. 1kd.

R S D EHAMNID I TEGDEH SOEIOME, L.



Dizahkan dengan Keputusan Subernur Kepalae Doorab Tingkat | Jawa
Timur tanagal 24 Apral 1995 Mamor 260/P Tahun 19940,

A.n. GUBERNUR KEPALN DACRAM TIMUEAT f
JOEA TIMUR
Asicten ¥Molataprazaonn
Cap. ttd.
PUTU SETIAWAM, S.H. Mwk.
Pomtrzna
NIP. 10 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Dacrah Ketamadya
Mojokerlo,

Jacrah
Tahun 1995 Sery

Tingkat I1
pada tanggasl 16 Mei 1995

MNMomar = 5/C.

Al WAL THOTAMADRYN KEPOALA DAERAH TINGKAT I1
MOJOSKERTDO
Sobkretaris Huatamadya Dacrah

Cap. ttd.
ODr=. B O I MTIHM

Pcmbina
MIP, 0Q1C 043 211



II.

PEMNJIELMNS AN
nTNS

BERATURAN DAERNH KOTAMADRYA DAERMAH TIMGKAT 11 MOJOKERTO
NOMOR & nHUN 1991

TEMTAMD

PEMBENTUKAN PERUSNHAAM DAERNAH BANK PERKREDITANM RAKYAT

PEMIELASAM UMUM

Porndapatan Asli DRaerah memberikon kLonis (ol vant cukup
porsting bagi Peomerintab Dacrah dalam mendukung e ha momer b fhnra
hasil-hanil pembangunan , sechingga upava poningkatan Pendapata
Nl e Decrah merupakan  upava vang porle dikcmbangran soasara borboo-
Lanjutun.

Feningkaltan Pondapaslan Nsli Decrah antara lain dapatb ) tom-—
pubh melalul ckotensifikaci, calabh sabtu cara untuk melakcanakan
chotenciilkazi  adalab  dengan wmendir ikan Perusahaan Daer ahh Bank
Porkroedetan Rakyat {( PD. BPR ).

Zuna lchibh menunjang pemenuhan kebutuhan modal para  poda-
gandg golongan chonogmi lemah di Wilayah Kotamadya DRaocrah Tingkat 1T
Mojuokos Lo tocrutama di lingkungan gasar-pasar dalam upaya  acngom—
Langhkan usahanya, keberadaanr PDL 3P°R yang bor fungoi sebagar badan
usaha  yong menghimpun dan menyaliur ban dana masyarakat serta mem—
Der Lkan polayanan bags geloungan  ckonomi lemahs/ penqusaha kool
sangat  dibutubkan di Wilacyah Fotamadya Dacrab Tingket I Mojo-
kerio.

PENJELASAN PNSAL. DEMI PASNL
Pagal 1 sampail dengan Pazal 2o curupn Jelao,

Pacal =2 H vang dimaekood dongon “demokraal
oclonemi” adalah domokracsy ckonoma
bordavarkan  Pancacila, Undang~
undang Dagar 17490 dan princip
kohati-flatian.

Facal! 1 Jdan T Cukup jelac.

Fazai & huruf a : vang dimckoud dengan tabungen
adalah Simpanan yang pendar tkannya
hanva dapat drlakukan momur it

syarat tortentu yang discpakati,
Lletapl tidak dapabt ditarik deongan
rara atau alat yang dapal diper-
amakan dengan stu.

vang dimakoud denga Dopocila
Ber jengka adalabh  Simpanan  yang
penarikannya hanya dapat dilaku-
kan pada waktu tertentu moenurut
perjan] ian antara PoOnNy LMpan
dongan Bank yang borsangkutan.

huruf b : yvang dimakoud dengan keedit ada-—
lah ponyediaan wceng atau  tagihan
¥ AT dapat diper camakan  dongan
1w, bordacarkan persetujuan alau
posopabtaban ILEV] am MOMmLN ] am



Paooal

Pacal

FPasal

¥

(8]
LA

huruf c

huruft d

ayat (3)

ayat {1}, {2y, (3}

ayat (1)

ayat (3),{6). {7}, (2

zampal dengan Pacal 42

T

antara Bank deongan paiaek Lo
yany mewagihhoan oihak pomingam
un tuk melunact hatanmgoy a
setelah jangka wabktu  teeteniu
dongan Jumlah bunga, vmzalan
abau pembagian hanal ke -
untbungan.

Cukup jeolac.

Bank FPorkroditan Rakyat  di-
larang -

4. menerimae Simpanan Lerupa
Giro doen kit sorta dalam
Izlu lintas pembayarannya H

b, melakukan keogqiatan  usaha
dalam valula asing :

Ceomclakutan ponyertaan modal s

d.owmelakukar gcaha porasuran—

Sian g

c. molakukan voalia lain diloar
kalentuan yang btelah diatlor
dalam Peraluran Dacraly ini.

Cuiup selas.

yang dimaksud dengan mada! oo
ke tor adalah modal PO. BPR
vang disetorkan kepada salah
satu Bunk Pomerintah atas nama
Menter 1 Kewangan dan baru da-
pelt dicairkan apabila PD. BRER
terocebul mulal operasional.

Cukup jrlao.

Cukup jelao.

Cukup jolas.

vann  dimakcsud  dengan jabatan
whoetkuti ¥ adalah jabatan yang
memer lukan tanggqungjawab penun
oobagal pgimpinan atau frea—
fakcana.

Cukup jolac.

Cukup jolas.



